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Balai pengelolaan kereta api (BPKA) 


Sulawesi Selatan 


Dikerjakan oleh: SULASRAR 


E-mail: Sulasrar02@gmail.com 


Latar belakang 


Dalam konteks pengelolaan kereta api di Pulau Sulawesi, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada pengguna jasa kereta api serta memastikan keberlangsungan pengoperasian. Untuk 
mengakomodasi hal tersebut, diusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Kementerian yang menangani urusan transportasi. Adanya upaya ini sejalan dengan langkah untuk 
menata organisasi dan tata kerja terkait, yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Langkah konkret dalam penataan tersebut terlihat dalam 
surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
B/389/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019. Surat ini merinci penataan organisasi dan tata kerja Balai 
Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagai bagian dari langkah lebih besar dalam meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan kereta api di wilayah tersebut. 


Oleh karena itu, demi implementasi rencana tersebut, dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. 
Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan landasan yang kokoh 
dalam menjalankan operasional kereta api di Pulau Sulawesi, sekaligus meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada pengguna jasa. 


Metode 


Penulis lebih banyak menggunakan observasi dan analisis terhadap sejumlah data primer hingga 
sekunder, analisis terhadap media informasi yang di terbitkan oleh sosial media BPKA menjadi salah 
satu acuan penulis dalam pengumpulan data. Penulis berusaha mengontak pihak admin BPKA namun 
tidak ada jawaban, sehingga membuat hasil data yang terkumpul oleh penulis perlu validasi lebih 
lanjut oleh pihak terkait, namun untuk mengatasi hal tersebut penulis melakukan kontak dengan 
sejumlah pegawai BPKA secara anonim dan melakukan analisis terhadap sejumlah rekaman kepala 
BPKA di sejumlah platform video. 


Pembahasan 


Balai pengelolaan kereta api atau biasa di singkat dengan BPKA merupakan balai yang mengelola 
kereta api untuk Sulawesi, utamanya Sulawesi Selatan. Berdiri pada tahun 2020 bersamaan dengan 
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ditetapkannya peraturan menteri perhubungan tentang organisasi dan tata kerja balai pengelola 
kereta api sulawesi selatan pada 13 mei 2020, di Jakarta yang kemudian melahirkan balai pengelolaan 
kereta api , dengan penempatan di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar. 


FUNGSI, KEDUDUKAN DAN TUGAS BPKA 


Dalam konteks peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi 
Selatan, perlu ditekankan bahwa balai tersebut merupakan unit pelaksana teknis di bawah 
Kementerian yang menangani urusan transportasi. Kepemimpinan balai berada di bawah Direktur 
Jenderal Perkeretaapian. 


Tugas utama Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan 
prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Dalam menjalankan tugas tersebut, balai ini mempunyai 
sejumlah fungsi yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan 
barang, perawatan fasilitas kereta api, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengaturan penggunaan, 
penentuan tarif, penyusunan petunjuk teknis, hingga pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan 
evaluasi kinerja. 


Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 2, dan di paparkan dalam pasal 3 
memiliki sejumlah fungsi yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan 
penumpang dan barang, perawatan fasilitas kereta api di Pulau Sulawesi, pemanfaatan sarana 
perkeretaapian, pengaturan dan pengoperasian sarana dan prasarana, penetapan tarif, penyusunan 
petunjuk teknis, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan berbagai aspek seperti 
keuangan, kepegawaian, hukum, dan evaluasi. Dengan demikian, Balai tersebut bertanggung jawab 
atas berbagai aspek terkait manajemen dan operasional kereta api di wilayah Sulawesi Selatan. 


Struktur organisasi BPKA 


Dalam susunan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, terdapat beberapa unsur utama 
yang mencakup Kepala, Subbagian Tata Usaha, Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan 
Prasarana, serta Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana. Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan 
Fungsional. Subbagian Tata Usaha, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), memiliki tanggung jawab 
melaksanakan berbagai tugas terkait dengan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan 
keuangan, kepegawaian, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi 
komunikasi, data, pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan. 


Sementara itu, Seksi Pemanfaatan sarana dan prasarana pada pasal (Pasal 5 ayat 2) bertanggung jawab 
untuk merencanakan dan melaksanakan perawatan serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana 
kereta api di Pulau Sulawesi. Fungsinya juga melibatkan penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar 
operasional prosedur terkait perawatan dan peningkatan saran dan prasarana kereta api. Seksi 
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (3), memiliki tanggung jawab 
melaksanakan berbagai tugas terkait dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan 
angkutan penumpang dan barang, pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau 
Sulawesi, penyusunan grafik perjalanan kereta api, kemitraan, pengaturan, pengoperasian, dan 
pengendalian penggunaan sarana dan prasarana, serta penyusunan dan pengusulan tarif angkutan 
penumpang dan barang serta pemanfaatannya. 
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Sedangkan untuk jabatan fungsional berdasarkan pada pasal 6 ayat satu, bertugas pada melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat satu, memiliki tugas 
melibatkan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat satu hingga empat menetapkan beberapa 
hal terkait dengan Kelompok Jabatan Fungsional. 


Pasal 7 ayat satu menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang dibagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemimpin dari Kelompok Jabatan Fungsional ini, 
sebagaimana dijelaskan pada ayat dua, adalah Ketua Kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Balai 
Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Selain itu, Pasal 7 ayat tiga menyebutkan bahwa jumlah tenaga 
fungsional dalam kelompok ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Adapun jenis dan 
jenjang jabatan fungsional, sebagaimana diatur pada ayat empat, ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


Dengan demikian, pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ini memberikan kerangka yang 
jelas untuk mengorganisir dan mengelola tenaga fungsional dalam rangka mencapai efisiensi dan 
efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. 


BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN KERETA API 
SULAWESI SELATAN 


KEPALA BALAI PENGELOLAAN 


KERETA API SULAWESI 


SELATAN 
SUBBAGIAN TATA 
USAHA 


SEKSI PERAWATAN 
DAN PENINGKATAN SEKSI PEMANFAATAN 
SARANA DAN SARANA DAN 


PRASARANA PRASARANA 


Bagan organisasi bpka Sulsel ( Permenhub, 2020). 
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Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam organisasi ( BPKA ). 


Pasal 16 mengatur bahwa Kepala, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan 
jabatan struktural eselon Ill.b atau jabatan administrator. Sementara itu, Kepala subbagian dan kepala 
seksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan jabatan 
struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. Selanjutnya, Pasal 17 menetapkan bahwa Kepala, kepala 
subbagian, dan kepala seksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16, diangkat dan diberhentikan oleh 
menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang transportasi. Proses 
pengangkatan dan pemberhentian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang kepegawaian. 


Pasal 19 mengharuskan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mengajukan usulan jabatan 
dan kompetensi kepada Menteri Transportasi melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 
tahun setelah peraturan ini berlaku. Pasal 20 menetapkan bahwa pengisian sumber daya manusia di 
Balai tersebut melalui redistribusi pegawai harus selesai dalam 1 tahun setelah Peraturan Menteri 
ditetapkan. Pasal 21 menyebutkan bahwa perubahan organisasi dan tata kerja perlu mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 


Dengan demikian, peraturan menteri perhubungan tahun 2020 ni memberikan landasan hukum 
terkait struktur eselon, pengangkatan, dan pemberhentian bagi Kepala, kepala subbagian, dan kepala 
seksi dalam organisasi tersebut, dengan mengacu pada jabatan struktural dan prosedur yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian. 


Tata kerja BPKA 


Pasal 8 menekankan pentingnya Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk menyusun peta 
proses bisnis guna menmvisualisasikan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di 
organisasi. Sementara itu, Pasal 9 mengamanatkan Kepala untuk secara berkala menyampaikan 
laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
perkeretaapian sesuai ketentuan perundang-undangan atau sesuai kebutuhan. 


Pasal 10 menggarisbawahi kewajiban Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam menyusun 
analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas untuk seluruh jabatan di 
lingkungan organisasi tersebut. Dalam Pasal 11, ditekankan bahwa setiap unsur di lingkungan Balai 
Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
dalam menjalankan tugas, baik dalam lingkungan organisasi maupun dalam hubungan antarinstansi 
pemerintah. 


Pasal 12 menetapkan bahwa setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian 
intern pemerintah untuk memastikan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 13 hingga Pasal 15 
menekankan tanggung jawab pimpinan unit organisasi dalam memimpin, mengoordinasikan, dan 
memberikan pengarahan kepada bawahannya, sambil mematuhi petunjuk atasan, serta melibatkan 
pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. 
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Logo dan maskot 


Logo part 


Makna dan filosofi 


Elemen warna kuning, menggambarkan bentuk sebuah layar 
kapal Phinisi (ciri khas pulau Sulawesi khususnya daerah 
Sulawesi Sleatan) yang menjadi titik fokus pembangunan 
kereta api pertama di pulau Sulawesi. 


Warna hitam dan merah merupakan warna khas Sulawesi, 
maka dibuatkan metode gradasi dari warna terang ke gelap. 
Begitu pula dengan metode gradasi warna biru dan kuning 
yang merupakan warna khas logo perhubungan. 


Elemen warna biru, menggambarkan bentuk dua baris 
gerbong kereta api. Kedua gerbong tersebut bisa 
diterjemahkan menjadi huruf // (Ka) yang merupakan huruf 
pertama dalam aksara lontara Bugis. Selanjutnya, huruf “//” 
(Ka) tersebut terdapat makna pada pembagunan kereta api 
pertama di pulau Sulawesi. 


Diantara dua baris gerbong (biru) tersebut, terdapat 
penyekat semacam area kosong) yang melintang 
sebagaimana maksud dari kata Trans Sulawesi itu sendiri. 
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Palet warna logo: maskot BPKA : 


BALAI PENGELOLA KERETA API 
4 SULAWESI SELATAN 
ga cam aa ah 


“89 | OA @sonnysunarno 


5, 


BALAI PENGELOLA KERETA API 
SULAWESI SELATAN 


KERJA CEPAT, TERUKUR DAN AMAN 


#3F77BF #F9E458 #DCSD26  #AC2024 #1B3160 


L L L ka L 


21 April 2021 - 29 Desember 2021 29 Desember 2021 - 2023- 


BALAI PENGELOLA KERETA API 
SULAWESI SELATAN 


KERJA CEPAT, TERUKUR DAN AMAN 


History logo BPKA sulsel, catatan penting bahwa di periode April hingga Desember 2021 lebih banyak 
menggunakan logo kementrian perhubungan. 
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
3 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 


NN BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN 
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Kepala balai pengelolaan kereta api Sulsel 


Foto 


Nama 


Lama waktu jabatan 


Data belum ditemukan 


Data belum ditemukan 


2020 — April 2021 


Data belum ditemukan 


Data belum ditemukan 


APRIL 2021 - SEPTEMBER 2021 


Jumardi .ST.MT 


April 2021 — 30 
november/September 2021 


Slogan BPKA di masa ini : 
Data belum ditemukan 


Selanjutnya menjabat 
sebagai dirut prasarana BPTJ 


, 2 4 
5.4 3 te. 
82 9 
| s 

Aa 


Ir.Amanna Gapapa, S.H.I., 
ST., MH., IPM 


30 november/September 
2021 — 15 Januari 2023 


Slogan BPKA di masa ini 
Kerja cepat, terukur, dan 
aman. 


Sejalanjutnya menjabat 
sebagai kepala balai 
transportasi darat XIX 
Sulselbar. 
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SELAMAT ATAS 
PELANTIKAN DAN 
PENUGASANNYA 


Semangat berkarya dan 
mengabdi untuk 
Perkeretaapian Indonesia. 


Fathir payungan Siregar, 
SE 


15 Januari 2023 — 
(Desember, 2023 beliau 
masih menjabat). 


Slogan BPKA sulsel di masa 
ini : 
Smart, loyal, dan attitude 


“None 
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Lampiran 


DIDUGA LOGO AWALI BPKA/KERETA API TRANS SULAWESI ( MAKASSAR -— PARE-PARE ) 


(Sosial media BPKA SULSEL). 
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